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PENETAPAN
Nomor : 0283/Pdt.G/2014/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan
dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak sebagai berikut :

PENGGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal

di PPN Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai

: “Penggugat” ;
MELAWAN

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama lIslam, pekerjaan Tukang Batu, tempat
tinggal di PPN Kabupaten Sumbawa, selanjutnya di sebut
sebagai Tergugat”

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal
30 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar
dengan Register Perkara Nomor : 0283/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 30 April
2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 1992, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan di Sape Kabupaten Bima sebagaimana ternyata
dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nomor : 143/

PW.IV/462/1992 tertanggal 23 Maret 1992;
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2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat di Sape selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah
ke kelurahan Seketeng di rumah rumah sendiri sampai dengan sekarang;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai empat orang
anak bernama :

a. ANAK |, umur 21 tahun;
b. ANAK Il,umur 17 tahun;
c. ANAK Ill, umur 14 tahun;
d. ANAK IV, umur 06 tahun;

4. Bahwa sejak tahun 1996 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat
dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan antara lain karena
a. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam
hal ekonomi;

b. antara Penggugat dan Tergugat tidak ada saling pengertian dalam rumah
tangga,;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut sejak bulan April 2014, yang akibatnya antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 minggu;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah
sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak
melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan
alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan
Penggugat dengan Tergugat ;

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun
1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama
Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dilakukan pencatatan pada sebuah
buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
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Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Pengggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat atas Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini

diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex acquo et bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar
rukun kembali dan tidak bercerai dengan Tergugat, dan atas nasehat Majelis
Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan bersedia kembali kepada Tergugat
kemudian menyatakan bahwa ia mencabut perkaranya dan selanjutnya mohon
penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka
ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan
yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat di depan sidang tanggal 20 Mei 2014
menyatakan mancabut perkaranya dengan alasan Penggugat rukun lagi dengan
Tergugat ;

Menimbang, bahwa pencabutan yang yang dilakukan oleh Penggugat

tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271
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Rv), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya sepakat bahwa

P

pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berkaitan dengan

perkara ini.

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 283/
Pdt.G/2014/PA.SUB dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam regqister perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 221. 000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Senin tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20
Rajab 1435 Hijriyah oleh kami H. MUHLIS, SH. sebagai Ketua Majelis, DRS.
AHMAD NUR, MH. Dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag. MHI. masing-masing sebangai
Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam

persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut,
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dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu NAJAMUDDIN, S.Ag.

sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

H. MUHLIS, SH.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

DRS. AHMAD NUR, MH. A. RIZA SUAIDI, S.A.g. MHI.

Panitera Pengganti,

NAJAMUDDIN, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses :Rp. 60.000,-

3. Biaya Panggilan :Rp. 120.000,-

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

5. Biaya Materai : Rp. 6.000.-

Jumlah :Rp. 221.000,-(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Yang Sama Bunyinya Sesuai dengan Aslinya
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Pengadilan Agama Sumbawa Besar
Plt. Panitera,

MURSAL, S.H
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